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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Kriteria hubungan kerja yang disharmonis sebagai alasan Pemutusan 

Hubungan Kerja agar terdapat kepastian hukum bagi para pihak dalam 

ketiga kasus tersebut terdiri dari:  

Unsur esensial: 

a. Salah satu pihak / para pihak; 

b. Sudah tidak ingin melanjutkan hubungan kerjanya / sudah tidak 

harmonis; 

c. Hubungan tidak membawa kemanfaatan; 

d. Lebih baik / sepatutnya hubungan kerja diputus. 

Unsur tidak esensial: 

a. Masa kerja para pekerja belum berakhir; 

Kriteria ini hanya berlaku dalam perjanjian kerja waktu tertentu 

(PKWT). 

b. Mungkin terdapat kekerasan; 

Kriteria ini hanya berlaku dalam kondisi bila terdapat kekerasan 

dalam hubungan kerja. 

Adapun pertimbangan Hakim dalam memutus perkara PHK dengan alasan 

hubungan kerja diharmonis didasarkan pada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa 

salah satu pihak dari hubungan kerja antara penusaha dan pekerja sudah tidak ingin 

lagi melanjutkan hubungan kerja yang terjalin dengan pihak lainnya. Hubungan 

yang terjalin sudah tidak harmonis lagi karena di antara para pihak sudah tidak ada 

kecocokan lagi, sehingga tidak akan membawa kemanfaatan bagi kedua belah 

pihak apabila hubungan kerja dilanjutkan.  



2. Konsistensi putusan-putusan Pengadilan terhadap perkara PHK dengan 

alasan disharmonis terkait pemberian kompensasi bagi pekerja yang 

diputus hubungan kerjanya terlihat dalam sebagian putusan tersebut. 

Hakim secara konsisten mewajibkan pengusaha untuk membayar uang 

kompensasi kepada para pekerja yang di-PHK berupa uang uang 

pesangon dan uang penggantian hak, namun tidak secara konsisten 

mewajibkan pengusaha untuk membayar uang pesangon berupa uang 

penghargaan masa kerja. Sedangkan mengenai besaran kompensasi 

hakim secara konsisten mewajibkan pengusaha untuk membayar 

besaran uang kompensasi berupa uang pesangon dan uang penggantian 

hak kepada para pekerja yang diputus hubungan kerjanya dalam dua 

kasus namun tidak pada satu kasus lainnya. Dalam hal ini hakim 

mendasarkan perhitungan besaran uang kompensasi bagi pekerja yang 

dibebankan kepada pengusaha pada ketentuan UU Ketenagakerjaan, 

Surat Keputusan Gubernur, dan Peraturan Menteri terkait upah dan 

kompensasi bagi pekerja.  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada pembuat undang-undang disarankan agar membentuk ketentuan 

pelaksana terkait PHK dengan alasan hubungan kerja yang disharmonis,  

karena apabila dalam menyelesaikan kasus terkait PHK terdapat  

interpretasi yang berbeda mengenai hubungan kerja disharmonis akan 

menyebabkan terdapat ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan 

kesemena-menaan dalam melakukan PHK. 

2. Kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang 

menjadi perantara dalam perundingan antara pengusaha dan pekerja 

agar berupaya untuk  memberikan anjuran yang seadil-adilnya bagi 

Pihak Pengusaha maupun pekerja dalam kemungkinan terjadinya PHK 



 

 

dengan alasan hubungan kerja yang disharmonis  dengan 

memperhatikan kriteria dalam menentukan apakah PHK tersebut 

termasuk dalam hubungan kerja yang disharmonis. 

3. Kepada Hakim agar lebih detail dalam memberikan pertimbangan 

hukum bahwa suatu hubungan kerja telah mencapai tahap disharmonis 

sehingga pertimbangan hakim tersebut dapat digunakan oleh hakim 

hakim selanjutnya dalam memutus dan terjadi adanya konsistensi 

putusan. Disarankan juga agar melengkapi hukum tertulis seiring 

dengan terbentuknya norma baru yang muncul dari putusan-putusan 

terkait kasus serupa. 

4. Kepada pengusaha agar memperhatikan kriteria PHK dengan alasan 

hubungan kerja yang disharmonis agar tidak terjadi PHK dengan 

semena mena dengan alasan tersebut dan yang bersangkutan dibawa ke 

pengadilan karena ketidakjelasan alasan PHK. 

5. Kepada pekerja agar memperhatikan hak-hak dan kewajibannya sebagai 

pekerja yang bekerja kepada pengusaha agar jangan sampai terdapat 

perselisihan dalam hal terjadinya PHK. 

6. Kepada para peneliti di masa yang akan datang agar terus berupaya 

untuk melanjutkan penelitian terkait perselisihan PHK terutama PHK 

dengan alasan hubungan kerja disharmonis agar jangan sampai terjadi 

kekosongan hukum di masyarakat. 
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